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ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian yang melekat bagi seluruh
manusia. Secara ideal hak asasi manusia tidak memiliki gender, tetapi nyatanya,
secara universal, perempuan tidak menikmati dan mempraktikkan hak asasi
kebebasan dasar sepenuhnya atas dasar yang sama seperti laki-laki. Hal ini pun
terjadi di Indonesia dimana hak asasi bagi perempuan seringkali dianggap tidak
penting. Padahal secara konstitusi negara diwajibkan untuk melindungi segenap
tumpah darah Indonesia tanpa melihat gender maupun suku,ras, agama, antar
golongan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Preambule Undang-Undang
Dasar Tahun 1945.

Walaupun saat ini Pemerintah sudah berusaha mengatasi ketimpangan
perlindungan itu dengan membuat instrumen yang memiliki tugas melindungi
dan menegakan hak asasi perempuan yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Namun instrumen di bidang perlindungan dan penegakan
hak asasi perempuan dirasa tidak bekerja secara optimal akibat keterbatasan
kewenangan di masing-masing lembaga dan potensi tumpang tindih tupoksi
antar lembaga. Tidak optimalnya perlindungan dan penegakan hak asasi
perempuan di Indonesia sendiri dapat dilihat dari selalu naiknya kasus

pelanggaran terhadap HAM perempuan disetiap tahunnya.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang
selanjutnya akan disebut UUD 1945) merupakan dasar bagi konstitusi Indonesia
yang mana di dalamnya mengandung garis-garis besar sebagai norma hukum
tertinggi yang berlaku di Indonesia®. UUD 1945 adalah hasil dari kesepakatan dari
seluruh elemen rakyat Indonesia dan keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi
kedaulatan rakyat sehingga disadari atau tidak UUD 1945 akan memberikan
dampak bagi seluruh elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
perjalanannya UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Republik Indonesia pernah
mengalami perubahan besar-besaran. Dimana hampir seluruh materi dalam UUD
1945 mengalami perombakan. Contoh konkritnya ialah dalam naskah asli UUD
1945 (sebelum terjadi amandemen) hanya terdiri dari 71 butir ketentuan ayat atau
pasal, namun setelah empat kali mengalami amandemen, UUD 1945 mencakup 199
butir ketentuan.? Dari 199 butir ketentuan setelah amandemen keempat tersebut
dapat dibagi lagi menjadi hanya ada 25 butir yang sama sekali tidak berubah dari
rumusan Kketentuan yang asli, sementara sisanya sebanyak 174 butir merupakan
ketentuan-ketentuan baru. UUD 1945 pasca amandemen keempat inilah yang
akhirnya menjadi landasan konstitusi yang terus dipakai oleh Negara Republik

Indonesia hingga saat ini.

1 Dalam konteks undang-undang dasar, Jimly Asshiddigie, berpendapat bahwa pengertian undang-
undang dasar tidak dapat disamakan dengan konstitusi. Jimly merujuk pendapatnya dari
pengertian konstitusi menurut Hermann Heller yang membagi konstitusi dalam tiga fase
pengertian sehingga dapat disimpulkan arti undang-undang dasar barulah merupakan sebagian
dari pengertian konstitusi. Jimly Asshiddigie dalam, Pengantar IImu Hukum Tata Negara,
RajaGrafindo Persada, Jakarta:2009, him 111

2 Jimly Asshiddigie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun
1945”, Makalah disampaikan dalam simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, him. 1.



Secara umum tujuan dari konstitusi sebagai hukum tertinggi ialah untuk

mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi

itu adalah?;
. Keadilan;
o Ketertiban; dan
o Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan

dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama,
sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.
Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi

negara Indonesia, maka dapat ditemui bahwa UUD 1945 sebagai tujuan bernegara
Indonesia, memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta  prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara. Hal ini termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945, yakni;

Q) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia,

(i) Memajukan kesejahteraan umum,

(iii)  Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

(iv)  Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Nilai-nilai yang terkandung dari alinea keempat menunjukan penghormatan
terhadap hak asasi manusia yang tersurat dalam sila-sila dari Pancasila yang pada
dasarnya menunjukan bahwa nilai-nilai partikular yang dianut bangsa Indonesia
sejalan dengan nilai yang dianggap oleh masyarakat internasional merupakan nilai-
nilai universal®.
Untuk mencapai Vvisi-misi yang terkandung di dalam UUD 1945 tersebut,

UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Artinya di dalam UUD 1945 ini negara tidak hanya harus mengakomodir

konstitusi dalam arti politik saja namun harus pula dibarengi dengan konstitusi di

3 Jimly Asshiddigie, .Op. Cit. him 119
4 Aji Wibowo, Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia, UNPAD PRESS, Bandung:
2010, him. 51



bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) yang mesti menjadi dasar dan
acuan dalam penerapannya oleh negara, pasar, dan juga masyarakat di bidang
politik, ekonomi, sosial, dan budaya.®

Keseluruhan kesepakatan yang menjadi materi konstitusi pada intinya
menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara guna
mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, menurut William G. Andrews, “Under
constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe
and procedures prescribed . Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang
saling berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama, hubungan antara pemerintahan
dengan warga negara; dan kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu
dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi
dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu:

e menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara,

e mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang
lain, dan

e mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan
warga negara.

Yang perlu digaris bawahi ialah bahwa konstitusi seperti yang telah
diungkapkan di atas selalu berhubungan dengan pengaturan tentang lembaga
negara. Hal ini terimplementasikan menjadi tugas dan wewenang masing-masing
lembaga negara. Tujuan bernegara berujung pada bagaimana lembaga-lembaga
negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta
hubungan antar lembaga negara. Pengaturan lembaga negara serta hubungan antar
lembaga negara sendiri merefleksikan pilhan dasar-dasar yang menjadi panutan

bagi sebuah negara.

Indonesia dalam perkembangannya sendiri mengalami perubahan di bidang

ketatanegaraan terutama setelah terjadinya reformasi yang menghasilkan

> Jimly Asshiddigie “Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, Sekretariat
Negara Republik Indonesia, 2008. Him. 1

® William G. Andrews, “Constitutions and Constitutionalism”, 3 edition, Van Nostrand Company,
New Jersey:1968, him. 13, dikutip oleh Jimly Asshiddigie dalam makalahnya, /bid.him 2.



amandemen terhadap UUD 1945. Terdapat dua tuntutan pokok yang mengemuka
dalam agenda reformasi tersebut yakni; perihal dorongan untuk menerapkan checks
and balances system antar lembaga negara dan dorongan dari eksternal agar
menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme).

Khusus mengenai agenda penerapan sistem check and balances dalam
sistem pemerintahan di Indonesia memang akhirnya segera dilakukan. Hal ini dapat
dilhat dari terjadinya pergeseran supremasi yang awalnya supremasi tertinggi
berada di bawah kekuasaan MPR menjadi supremasi konstitusi. Terkait dengan hal
ini Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa Filosofi kewenangan dan status MPR
dalam UUD 1945 sebelum perubahan tercermin dalam pasal 1 ayat 2, yang
berbunyi : ” Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Lebih lanjut kewenangan MPR adalah
menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara
(diatur dalam pasal 3), mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat 2),
kemudian diperkuat oleh Penjelasan UUD 1945,

Ketentuan ini menunjukkan dengan jelas bahwa posisi MPR sangat
dominan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ketika MPR terbentuk seakan-akan kedaulatan
rakyat itu diambil alih sepenuhnya oleh MPR dan MPR memegang supreme power
dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berimplikasi pada hubungan yang tidak
seimbang antara lembaga-lembaga negara (tidak ada check and balances). Siapa
yang dapat mempengaruhi dan mendominasi MPR maka dialah yang paling
berkuasa. Jika Presiden dapat menguasai atau mempengaruhi MPR maka pasti dia
sangat berkuasa (seperti yang terjadi pada masa Orde Baru) dan siapa yang tidak
mampu mendominasi dan menguasai MPR, maka dia akan menjadi sangat lemah

(seperti kasus Presiden Habibie dan Abdurrahman Wabhid).

7 Hamdan Zoelva, “Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945”, Makalah yang
disampaikan pada acara Diklat Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 13
November 2003 di Bidakara, Jakarta. Makalah ini dengan beberapa revisi, pernah disampaikan
dalam Seminar Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, yang
dilaksanakan di Hotel Horison Jakarta oleh Inti Media Network.



Dalam kerangka pemikiran ini pula seluruh lembaga-lembaga Negara yang
lain harus melapor kepada MPR, karena MPR adalah sumber kekuasaan Negara,
yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga Negara itu.Perubahan
UUD 1945, telah merubah filosofi dasar sumber kewenangan MPR, sebagaimana
tercermin dalam perubahan pasal 1 ayat 2, yaitu : “Kedaulatan ditangan rakyat dan
dijalankan menurut Undang-Undang Dasar”. Implikasi perubahan ini adalah
direduksinya kewenangan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya,
menjadi kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD ini, yaitu oleh lembaga-
lembaga Negara yang diatur secara jelas kewenangannya dalam UUD. Presiden
menjalankan kedaulatan rakyat, untuk menjalankan pemerintahan Negara, karena
dia dipilih langsung juga oleh rakyat. DPR dan DPD menjalankan kedaulatan rakyat
dalam membentuk undang-undang dan mengawasi Presiden. Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi menjalan kedaulatan rakyat dalam bidang yudikatif dan
peradilan®. Yang artinya dalam supremasi konstitusi supremasi dikembalikan
kepada sang empunya supremasi tersebut yakni rakyat.

Dalam perkembangannya, muncul lembaga negara yang di era sebelum
reformasi masih sangat tabu dan tidak dikenali oleh masyarakat Indonesia.
Lembaga negara tersebut bersifat sebagai lembaga negara bantu atau sering dikenal
dengan istilah (state auxiliary organs atau auxiliary institusion). Di negara dengan
demokrasi yang sudah jauh lebih matang dan mapan dari Indonesia seperti di
Amerika maupun Perancis lembaga ini memang telah dikenal sejak lama lembaga
ini kadang juga disebut sebagai self regulatory agencies, independent supervisory
bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi
regulatif, administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya di buat secara
terpisah namun dalam lembaga semacam ini malah dijalankan secara serempak oleh
satu lembaga tersebut.

Perihal kemunculan lembaga-lembaga semacam ini terkadang didasarkan
pada pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga utama di suatu

bidang belum bekerja secara efektif atau dilatarbelakangi oleh desakan publik

8 Ibid.



dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Seperti yang juga diungkapkan oleh Jimly Asshiddigie yang
menyatakan bahwa pada umumnya pembentukan lembaga-lembaga independen ini
didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak
dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar
mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.®
Kemunculan state auxiliary organs juga merupakan solusi bagi kebuntuan teori
trias politica sebuah teori yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Montesquie
yang menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu kondisi yang ideal bagi sebuah
negara haruslah dilakukan pembagian kekuasaan yang terpisah secara murni,
pembagian ini menghasilkan tiga lembaga kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan
yudikatif yang secara faktual ternyata tidak dapat bekerja secara maksimal ketika
dihadapkan dengna perkembangan masyarakat yang sangat dinamis yang
mengdambakan suatu struktur organisasi negara yang lebih responsif dengan
tuntutan masyarakat dan lebih sensitif terhadap perubahan yang terjadi dalam
masyarakat yang tentu saja bermuara pada lebih efektif dan efisiennya organisasi
negara tersebut dalam melakukan pelayanan publik serta tercapainya maksud dan
tujuan dari sebuah pemerintahan.

Sejalan dengan dasar konstitusi Indonesia, perlindungan terhadap Hak
Asasi Manusia memang sudah seharusnya menjadi tugas wajib bagi negara
Indonesia. Hak asasi manusia (HAM) sendiri merupakan hak-hak dasar yang
melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa . Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak
berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak
berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan
atau dirampas oleh siapapun. Demikianlah rumusan hak asasi manusia sebagaimana
tertuang pada pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang ditetapkan
melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(selanjutnya akan disebut sebagai Tap MPR RI) No.XVII/MPR/1998. Piagam

9 Jimly Asshiddigie “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, Jakarta :
Konstitusi Press, 2006. Him. 29



HAM sendiri dibuat ditahun yang sama dikala pelanggaran HAM berat yang terjadi
di tanah air, yaitu kerusuhan 13-15 Mei 1998. Ratusan jiwa meninggal, puluhan
perempuan diperkosa, dan penjarahan harta benda terjadi dimana-mana°.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap
hak-hak asasi manusia, sangat penting dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri
dari negara hukum. Selain itu untuk mencapai cita-cita tersebut UUD Negara RI
Tahun 1945. Di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap
orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap
orang, selama hidupnya memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagi manusia.
Artinya setiap orang dimana pun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya, namun
disaat bersamaan setiap orang dimana pun ia berada, juga wajib menjungjung tinggi
hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaaran akan
adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa
Indonesia, mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab!!. Secara
ideal hak asasi manusia tidak memiliki gender, tetapi nyatanya, secara universal,
perempuan tidak menikmati dan mempraktikkan hak asasi kebebasan dasar
sepenuhnya atas dasar yang sama seperti laki-laki.

Persoalan mengenai perlindungan HAM bagi perempuan seringkali menjadi
persoalan nomor dua dan dipandang sebelah mata. Ketidakadilan yang dialami
kaum perempuan masih merupakan fenomena yang tidak kelihatan. Seringkali
kekerasan terhadap perempuan seperti bentuk-bentuk kekerasan seksual,
pemerkosaan, perdagangan perempuan dan sebagainya walau tersaji secara nyata
dihadapan masyarakat namun hal ini seringkali dianggap bukanlah sebagai
pelanggaran HAM melainkan hanya dianggap sebagai masalah pribadi. Ini
menyebabkan permasalahan pelanggaran HAM perempuan terus terjadi di

Indonesia.

0 jgman Yuda Pratama, “Upaya Penegakan HAM Sepanjang Orde Baru sampai Reformasi” ,

Kompasiana,
diunduh pada tanggal 19
Desember 2017.
1 Jbid. him. 17
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Sebenarnya Pemerintah Indonesia tidaklah menutup mata akan persoalan
ini. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) mencoba untuk mengakomodir kebutuhan
akan perlindungan dan penegakan HAM khususnya perempuan dengan membuat
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Dilihat dari latar belakang dibentuknya Komnas Perempuan, lembaga ini lahir dari
rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan tanggapan
pemerintah terhadap tuntutan dari gerakan perempuan agar negara
bertanggungjawab atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan'? selama
konflik dan kerusuhan pada bulan Mei 1998. Pembentukan Komnas Perempuan
saat itu berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998
tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Yang pada tahun
2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan pembaharuan
landasan hukum pembentukan Komnas Perempuan menjadi Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 65 Tahun 2005.

Secara faktual kondisi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia
masih amat memprihatinkan apalagi perlindungan terhadap hak-hak asasi
perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan yang dihimpun dari catatan
tahunan terakhir yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan per tanggal 7 Maret
2017 saja menunjukan bahwa pada tahun 2016 Komnas Perempuan menemukan
259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh
Pengadilan Agama, lembaga mitra pengada layanan Komnas Perempuan yang
tersebar di 34 Provinsi'®. Bahkan dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh
Komnas Perempuan per tanggal 7 Maret 2018 menunjukan adanya kenaikan yang

sangat signifikan dalam tingkat pelanggaran HAM perempuan di Indonesia menjadi

12 Kasus ini merujuk pada tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dari etnis tionghoa pada

saat itu. Menurut Usman Hamid dalam bukunya yang berjudul “Menatap Wajah
Korban”(Jakarta:2005) Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan
mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut Sebagian bahkan diperkosa beramai-
ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Hal ini cukup bertolak belakang dengan data
yang di keluarkan oleh Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998 yang menyatakan “hanya” ada 85
korban saat itu.

13 Komnas Perempuan, “Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga
Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat” Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU)
Komnas Perempuan Tahun 2017. Jakarta, 7 Maret 2017. him.1



348.446 jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut atau naik 74% dari
jumlah kasus yang ditangani dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya®#,

Melihat masih rentannya kondisi perlindungan hak-hak asasi perempuan di
Indonesia seperti yang diuraikan di atas maka banyak yang mempertanyakan
dimana peranan negara untuk memerikan perlindungan tersebut. Komnas
Perempuan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk memberikan perindungan
juga bukan tanpa kritik dan kelemahan, lembaga ini seringkali dianggap tidak
efektif dalam mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan yang dirasakan
semakin meningkat tiap tahunnya. **Persoalan belum efektifnya pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dijalankan oleh Komnas Perempuan, sebenarnya tidak dapat
dilepaskan dari persoalan kelembagaannya yang masih mengandung banyak
kelemahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti dasar hukum
pembentukan Komnas Perempuan hanya berdasarkan beleid yang ditetapkan oleh
Presiden melalui Keppres No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan
Perpres No, 65 Tahun 2005. Hal ini memperlihatkan rapuhnya dasar hukum
pembetukan Komnas Perempuan. Belum lagi melihat pengaturan kelembagaannya
jika dikaitkan dengan persoalan independensi, alokasi anggaran, kewenangan dan
dukungan sumber daya yang dirasakan masih akan mewariskan banyak
permasalahan yang harus segera diselesaikan demi keefektifan dan keefisiensian
serta akuntabilitas Komnas Perempuan itu sendiri agar dapat berjalan efektif dan
efisien.

Selain itu pada saat ini terdapat Kementerian yang juga memiliki bidang
perlindungan terhadap perempuan yaitu Kementerian Pemberdayaan Manusia dan
Perlindungan Anak. Dalam fungsi perlindungan perempuan ini, Kementerian
tersebut dibantu oleh seorang Deputi yang secara khusus menangani perlindungan

perempuan.

14 Komnas Perempuan, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme”

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018. Jakarta, 7 Maret
2018. him.1

Rommy Patra, “Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM Bagi
Perempuan di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, No. 4, Oktober 2012. HIm.
596.

15
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Keberadaan dua lembaga yang mewakili tugas di bidang perlindungan
terhadap HAM perempuan ini, dikhawatirkan menimbulkan adanya hubungan yang
justru dapat membuat tujuan dari pebentukan kedua lembaga ini menjadi tidak
tercapai. Maka atas dasar latar belakang dan pemikiran tersebut Penulis merasa
perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan ini untuk
menjadi bahan skripsi Penulis yang berjudul “KOORDINASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DIKAITKAN DENGAN OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ASASI
PEREMPUAN DI INDONESIA” .
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, beberapa masalah yang menjadi bahasan
penelitian hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pola kerjasama antar lembaga negara di bidang hak asasi
perempuan di Indonesia?

2. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi konflik diantara lembaga
negara di bidang hak asasi perempuan?

3. Bagaimanana prosedur kerja yang paling baik bagi lembaga-lembaga
perlindungan hak asasi perempuan agar fungsi perlindungan hak asasi

perempuan berjalan optimal?

1.3 Tujuan Penelitan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, maka

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pola kerjasama antar lembaga negara di bidang hak
asasi perempuan di Indonesia;

2. Memecahkan permasalahan terkait cara penyelesaian konflik
apabila sampai terjadi diantara lembaga negara di bidang hak asasi
perempuan;

3. Memecahkan permasalahan terkait prosedur kerja yang paling baik
bagi lembaga-lembaga perlindungan hak asasi perempuan agar

fungsi perlindungan hak asasi perempuan berjalan optimal.

1.4 Manfaat Penelitan

Penelitian ini pada hakekatnya diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis , yaitu , penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan
dengan hubungan kewenangan antara Komnas Perempuan dengan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari segi struktur
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ketatanegaraan, serta mencari kondisi paling ideal bagi lembaga yang menangani

bidang hak asasi perempuan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
yuridis normatif, disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian
perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan
hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.®

Penelitian yuridis normatif ini, yakin mencakup penelitian suatu asas-asas
hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertical dan horizontal yang telah
ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang hukum kehidupan
tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang serta sejarah hukum.*’

Pada penelitian yuridis normatif ini juga dilakukan dengan cara
menggunakan data dan informasi yang termuat dalam peraturan perundang-
undangan dan literatur. Bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan
sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah
disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan
tempat. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menggunakan

kriterium kebenaran koheren?®,

1.6 Metode Pengumpulan Data

Bagi penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas undang-
undang dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum,
sedangkan textbook, monograf, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan
bahan sekunder. Bahan-bahan apa yang diperlukan, tentu saja bergantung kepada

jenis, corak dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.®

16 Bambang S. Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, him. 13-14

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo, Cetakan 1V,
Jakarta: 2001, him.14.

8 Jpid., him. 37.

19 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung;2006,
him. 151.
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Berkaitan dengan metode penulisan yang diterapkan dalam penulisan ini
teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan yang mengikat, seperti
peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian
seperti ini, bahan hukum yang akan digunakan adalah peraturan
perundang-undangan positif Negara Indonesia, diantara lainya adalah
TAP MPR RI Nomor No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang yang mengandung
hak asasi perempuan di dalamnya, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.,
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin-doktrin
atau pendapat para ahli, hasil penelitian akademisi, karya-karya ilmiah
para sarjana, jurnal-jurnal, wawancara dengan lembaga terkait maupun
berbagai referensi dari internet yang berhubungan dengan topik yang
diangkat;

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum
tersier ini meliputi kamus umum, kamus hukum, indeks, ensiklopedi,

dan lain-lain.
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1.7 Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN akan berisi tentang latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika

penulisan, dan daftar pustaka.

BAB Il LEMBAGA NEGARA DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK
ASASI PEREMPUAN Pada bagian ini akan membahas tentang segala
teori mengenai lembaga negara di bidang hak asasi perempuan.

BAB 11l PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN Dl
INDONESIA Pada bagian ini akan membahas tentang perlindungan hak

asasi perempuan di Indonesia .

BAB IV ANALISA. Pada bagian tentang analisa terhadap pokok materi
pada BAB Il dan BAB 111 yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah
yang telah disebutkan sebelumnya di bagian BAB 1. besar harapan penulis
dapat menemukan jawaban yang memadai untuk dapat menjawab persoalan

yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN akan mencakup kesimpulan dan
sikap penulis terhadap penelitian yag telah dilakukan oleh penulis

sebelumnya.
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